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Upaya Pemerintah Daerah Provinsi Bangka Belitung dalam mencegah penambangan ilegal
pada kawasan hutan lindung di Kabupaten Bangka Barat
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Aulida Dhea Indhira
Pembimbing 1 : Drs. Alfiandra, M.Si.
Pembimbing 2 : Sulkipani, S.Pd., M.Pd.
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

ABSTRAK

Tujuan penulisan pada skipsi ini adalah untuk mendeskripsikan upaya pemerintah daerah Provinsi
Bangka Belitung dalam mencegah penambangan illegal pada kawasan hutan lindung di Kabupaten
Bangka Barat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan
menggunakan jenis penelitian yitu penelitian deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukan
bahwa upaya yang dilakukan pemerintah daerah Provinsi Bangka Belitung dalam mencegah
penambangan illegal pada kawasan hutan lindung di Kabupaten Bangka Barat ada upaya preventif
(pencegahan) dan upaya kuratif (penindakan). Upaya pencegahan yang dilakukan pemerintah daerah
sudah sangat baik yaitu dengan cara melakukan upaya hukum pembutan Peraturan Daerah PERDA
No.05 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2015 Tentang Ketertiban
Umum, melakukan Himbauan berupa peletakan spanduk/plang tentang pelarangan penambangan
illegal pada kawasan hutan lindung, dan melakukan sosialsisasi kepada masyarakat Kabupaten
Bangka Barat. Selain pemerintah daerah masyarakat juga harus berkontribusi dalam pencegahan
penambangan illegal pada kawasan huan lindung guna kelestarian lingkungan hidup utuk diwariskan
ke anak dan cucu. Selanjutnya upaya penindakan yang dilakukan pemerintah pun sudah sangat baik
yaitu dengan melakukan razia dan penyitaan barang-barnag tambang guna memberikan efek jera bagi
masyarakat yang memang sudah jelas melanggar peraturan yang sudah berlaku. Sanksi denda dan
hukuman kurungan pun sudah sangat efektif gar masyarakat berpikir ulang untuk melakukan kegiatan
penambangan illegal pada kawasan hutan lindung itu lagi.

Kata kunci: Upaya Pemerintah, Pertambangan llegal, Hutan Lindung, Bangka Barat
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Efforts by the Regional Government of Bangka Belitung Province to prevent illegal mining
in protected forest areas in West Bangka Regency

By
Aulida Dhea Indhira
Advisor 1 : Drs. Alfiandra, M.Si.
Advisor 2 : Sulkipani, S.Pd., M.Pd.
Course : Civic Education

ABSRACT

The purpose of writing in this study is to describe the efforts of the regional government of Bangka Belitung
Province in preventing illegal mining in protected forest areas in West Bangka Regency. This research was
conducted by using qualitative research methods using the type of research that is descriptive research. Based
on the results of the study, it shows that the efforts made by the regional government of Bangka Belitung
Province in preventing illegal mining in protected forest areas in West Bangka Regency have preventive
(prevention) and curative (enforcement) efforts. The prevention efforts carried out by the regional
government have been very good, namely by taking legal efforts to make PERDA Regional Regulation No. 05
of 2020 concerning Amendments to Regional Regulation no. 7 of 2015 concerning Public Order, making an
appeal in the form of laying banners/signs regarding the prohibition of illegal mining in protected forest
areas, and conducting socialization to the people of West Bangka Regency. In addition to the local
government, the community must also contribute to preventing illegal mining in protected forest areas in
order to preserve the environment to be passed on to their children and grandchildren. Furthermore, the
action taken by the government has been very good, namely by conducting raids and confiscation of mining
goods in order to provide a deterrent effect for people who have clearly violated the existing regulations.
Sanctions of fines and imprisonment have also been very effective so that people think again about carrying
out illegal mining activities in the protected forest area again.

Keywords :Governments Efforts, lllegal Mining, Protected Forest, West Bangka
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BAB |

PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

Kekayaan alam Indonesia sudah tidak diragukan lagi sebab dari lautan hingga daratan
Indonesia menyimpan banyak sekali kekayaan bumi dan seabgai masyarakat agar mampu
mendayagunakan kekayaan bumi tersebut. Salah satu kekayaan yang dimiliki Indonesia yaitu
dari pertambangannya, termasuk didalamnya minyak, gas bumi, batubara, dan mineral.
Berdasarkan UU MINERBA Nomor 4 Tahun 2009 sebagai masyarakat Indonesia sudah
seharusnya dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya kekayaan alamyang telah diberikan
agar bermakna dalam kegunaannya, dan juga agar dapat menjadi masyarakat yang lebih
memiliki kepedulian terhadap lingkungan dengan upaya mencegah kerusakan pada
lingkungan.

Pertambangan merupakan kegiatan yang dilakukan dengan cara menggali ke dalam tanah
(bumi) guna meghasilkan tambang mineral. Menurut UU MINERBA Nomor 4 Tahun 2009
definisi pertambangan yaitu segala tahapan aktivitas yang berhubungan dengan riset,
pengolahan, serta penguasaan hasil tambang mencakup penyidikan, pengkajian, transnisi,
perdagangan, beserta aktivitas setelah pertambangan. Pengertian tambang mineral
berdasarkan UU MINERBA Nomor 4 tahun 2009 pasal 1 ayat 4 menjelaskan pertambangan
mineral yaitu sekelompok mineral meliputi bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan
gas bumi, serta air tanah. Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pertambangan atau
usaha pertambangan adalah suatu kegiatan yang meliputi pemanfaatan bahan-bahan galian
dari dalam bumi.

Salah satu Provinsi yang terkenal memiliki kekayaan kandungan alumunium berupa
bijih timah dan bahan galian pasir adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Menurut
(Sutedjo, 2007) Pulau Bangka, Singkep, dan Belitung merupakan pulau dengan penghasil
timah terbesar di Indonesia. Data statistik dari United States Bureau of Mines (USBM)
mencatat bahwa Malaysia negara yang memiliki cadangan bijih timah nomor 1 (satu) dan
disusul Indonesia yang memiliki cadangan timah yakni sekitar 800.00 ton, berpotensi untuk
meningkatkan devisa bagi pembangunan perekonomian nasional di Indonesia.Pertambangan
timah di Indonesia sendiri memiliki sejarah pengelolaan yang sangat panjang dapat dikatakan

masih dalam skala yang kecil, dimulai sejak tahun 1709 yang pertama kali ditemukan di
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pulau Bangka (Osberber dalam Sutedjo, 2007). Di Bangka Belitung terdapat juga ada
beberapa perusahaan tambang yang diberikan izin untuk beroperasi seperti PT Timah Tbk
(BUMN) dan PT Koba Tin (Swasta Jouint Venture). Kegiatan pertambangan dilakukan harus
atas izin pemerintah yang ada di Bangka Belitung.

Sebagai bagian dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten Bangka Barat
adalah daerah yang juga mempunyai potensi di bidang pertambangan dan memiliki Sumber
Daya Mineral (SDM) untuk dikembangkan secara komersial. Kekayaan sumber daya alam
bila dikelola secara efisien dan efektif dapat dijadikan sumber pendapatan daerah Kabupaten
Bangka Barat secara berkelanjutan. Pengusahaan Pertambangan dipengaruhi oleh dua faktor
yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal anatara lain stabilitas ekonomi,
politik, jaminan keamanan serta tuntutan lingkungan. Sedangkan faktor internal antara lain
sifat Sumber Daya Maineral (SDM) yang tidak dapat diperbaharui, tumpangtindihnya area
hutan dan tata guna lainnya serta membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menghasilkan
keuntungan. Oleh karena itu pengelolaan dan pemanfaatannya perlu dikembangkan untuk
kesejahteraan masyarakat sehingga tercapai keseimbangan dan keserasian antara aspek
penambangan, keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidupsecara terus menerus.

Pengelolaan usaha pertambangan dapat ditempuh melalui penetapan wilayah sesuai
dengan kewenangan sebagai wilayah usaha pertambangan, sehingga dampaknya sangat
positif terhadap upaya kesejahteraan rakyat, yang sekaligus akan meningkatkan Pendapatan
Asli Daerah (PAD). Menurut Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2020 tentang perubahan atas
Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum pada Pasal 16 E setiap
orang dan/atau badan dilarang melakukan penambangan ilegal di daerah aliran sungali,
kawasan lindung/konservasi, hutan bakau, di tepi jalan umum dan di dekat pemukiman, serta
yang dilarang sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pertambangan juga perlu adanya arahan dari pemerintah agar tidak terjadi
oknum-oknum yang melakukan kerusakan hutan pada kawasan hutan lindung, menurut
Undang-Undang No 41 Tahun 1999 pada pasal 1 angka 8 yang berbunyi “hutan lindung
adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem
penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi,
mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah”. Berdasarkan pengertian di atas,
bahwa hutan lindung adalah hutan yang dilindungi oleh pemerintah sesuai dengan aturan-
aturan yang berlaku untuk menyeimbangkan bumi. Sesuai dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bangka Barat yaitu PERDA No. 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah No. 7 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum, bahwa untuk menjamin kelangsungan
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kelestarian sumber daya alam yang berwawasan lingkungan perlu ditumbuhkembangkan
pengusahaan bahan galian secara profesional sesuai dengan kaidah-kaidah pertambangan
yang benar dan efisien. Sehingga dapat terwujud sistem pembangunan pertambangan yang
berkelanjutan.

Di Provinsi Bangka Belitung terutama di Kabupaten Bangka Barat juga sudah tidak
asing lagi mendengar tentang Tambang Inkonvensional yang bersifat ilegal. Rata-rata
tambang inkonvensional yang ada adalah tambang ilegal yang dibuat tanpa persetujuan dari
pihak yang berwenang dan tanpa mengikuti aturan yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah
yaitu PERDA No. 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 7 Tahun
2015 Tentang Ketertiban Umum. Pembabatan hutan juga tidak bisa terhindarkan untuk
membuka lahan tambang tersebut. Tempat-tempat yang digunakan untuk membuka lahan
yang tidak sesuai dengan peraturan seperti membuka lahan tambang di kawasan hutan
lindung dan di daerah aliran sungai (DAS) yang sudah jelas dilarang oleh pemerintah sesuai
dengan Peraturan Pemerintah Daerah PERDA No. 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum pada Pasal 16 E setiap orang
dan/atau badan dilarang melakukan penambangan ilegal di daerah aliran sungai, kawasan
lindung/konservasi, hutan bakau, di tepi jalan umum dan di dekat, serta yang dilarang sesuai
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Beberapa upaya sudah dilakukan pemerintah
Kabupaten Bangka Barat guna meminimalisir terjadinya tambang illegal dan kerusakan pada
hutan, baik dengan malakukan penyuluhan dan sosialisasi dampak tambang ilegal ke daerah
daerah yang rawan melakukan kegiatan tersebut seperti melakukan penyuluhan dan
sosialisasi di desa Mayang Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat, melakukan
sosialisasi di desa Airlimau dan Menjelang Muntok, membuat produk hukum, melakukan
razia, berkerja sama dengan UPTD KPHL ( Kesatuan Pengolahan Hutan Lindung) Rambat
Menduyung Unit | Kabupaten Bangka Barat.

Informasi yang telah didapatkan melalui penelitian awal serta waawancara bersama
Bapak Tanaim, S.H selaku Ketua Kesatuan Pengolahan Hutan Lindung (KPHL) Rambat
Mendayung Unit | Kabupaten Bangka Barat, pada 13 September 2020 diperoleh informasi
bahwa memang benarmasih ada saja masyarakat yang berani membuka lahan tambang tanpa
izin dari pemerintah daerah, walaupun sudah dilakukan razia dalam beberapa minggu masih
saja banyak kedapatan masyarakat yang melakukan tambang ilegal ini, baik dengan cara
membuat pondok atau dengan cara pulang pergi. Para masyarakat ini melakukan
pertambangan illegal dengan cara berpindah-pindah agar para pihak yang berwenang
kesulitan melakukan razia. Biasanya juga masyarakat yang melakukan penambangan ini
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membuka lahan tambang di dekat sungai yang mengakibatkan air sungai menjadi keruh.
Salah satu kasus baru-baru ini tepatnya pada tanggal 09 September 2020 KPHL (Kesatuan
Pengolahan Hutan Lindung) Rambat Mendayung Unit | Kabupaten Bangka Barat mengakui
ada aktivitas Tambang Timah llegal di kawasan hutan lindung kelurahan Menjelang Muntok
Bangka Barat, walaupun sudah melakukan inspeksi mendadak tidak ditemukan aktivitas
penambangan, namun didapati sejumlah pekerja yang sedang melakukan aktivitas bongkar
peralatan tambang. Tentu saja dampak bagi warga yang tinggal di daerah-daerah yang
menggunakan air sungai untuk kehidupan sehari-hari pasti sangat merugikan warga
setempat. Dan bagi alam pastilah akan mendapatkan dampak yang negatif pula seperti
rusaknya ekosistem hutan dan sumber air bagi warga.

Peneitian terdahulu yang berkaitan dengan pertambangan inkonvensional yangada di
Bangka Barat diteliti oleh Fahrika Erwana, Kania Dewi, dan Benno Rahardyan (2015) dari
Institut Teknologi Bandung dengan judul penelitian (Studi Dampak Sosial-Ekonomi dan
Lingkungan Timah Inkonvensional (Studi Kasus: Bangka Barat Kepulauan Bangka Belitung).
Diakses pada 12 Juni 2020. Penelitian yang relevan juga pernah diteliti oleh Yandi
Deriawan (2013) dari Universitas Sumatera Utara, Medan dengan judul penelitianPeralihan
Mata Pencaharian Masyarakat dari Sektor Pertanian ke Sektor Pertambangan (Studi
Deskriptif Perubahan Status Sosial- Ekonomi Masyarakat di Rambat Bangka Barat diakses
pada 12 Juni 2020.

Penelitian relevan yang berkaitan dengan pertambangan juga pernah diteliti oleh Ilham
Ariski (2019) Dari Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan judul
peneltian Peran Badan Lingkungan Hidup (BLHD) Dalam Mengatasi Dampak Sosial
Penambangan Emas Tanpa lIzin (PETI) di Desa Lubuk Resam Kecamatan Cermin Nan
Gedang Kabupaten Sarolangun diakses pada 12 Juni 2020. Penelitian relevan yang berkaitan
dengan pertambangan di Bangka Barat juga pernah diteliti oleh Derita Prapti Rahayu, S.H.,
M.H. (2016) Dari Universitas Bangka Belitung dengan judul penelitian Rekonstruksi Hukum
Kelembagaan Pertambangan Rakyat Berbasis Kearifan Lokal Untuk Pelestaran Lingkungan
(Studi Timah Ampak Sebagai Kearifan Lokal Untuk Pelestarian Lingkungan di Bangka)
diakses pada 17 September 2020.

Penelitian relevan yang berkaitan dengan pertambangan di Bangka Belitung juga
pernah diteliti oleh Tantri Rismika dan Eko Priyo Purnomo (2019) dari Universitas
Muhammadyah Yogyakarta dengan judul penelitian Kebijakan Pengelolaan Ekosistem Laut
Akibat Pertambangan Timah di Provinsi BangkaBelitung, di akses pada 17 September 2020.
Penelitian relevan yang berkaitan dengan pertambangan di Bangka Belitung juga pernah
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diteliti oleh Yuliana HS (2016)dari Universitas Pertahanan dengan judul Analisis Dampak
Pertambangan Timah Rakyat Terhadap Bencana Banjir (Studi Pada Kota Pangkalpinang
Bangka Belitung diakses pada 19 September 2020.

Berdasarkan penelitian terdahulu dan latar belakang di atas, peneliti merasa tertarik
untuk meneliti tentang Upaya Pemerintah Daerah Provinsi Bangka Belitung Dalam
Mencegah Penambangan llegal Pada Kawasan Hutan Lindung DiBangka Barat dan bertujuan
untuk meminimalkan maraknya penambangan ilegal di Kabupaten Bangka Barat khususnya
di kawasan hutan lindung sebagai bentuk upaya mencegah kerusakan lingkungan alam yang

disebabkan oleh tambang inkonvensional ilegal.

1.2.Rumusan Masalah

Sesuai dengan pemaparan latar belakang di atas yang akan diteliti ialah mengenai
bagaimana Upaya Pemerintah Daerah Provinsi Bangka Belitung dalam mencegah

penambangan ilegal pada Kawasan Hutan Lindung yang ada di Kabupaten Bangka Barat?
1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya,
penelitian dimaksudkan agar dapat menganalisis Upaya Pemerintah Daerah Provinsi Bangka
Belitung dalam mencegahpenambangan ilegal pada kawasan hutan lindung di Bangka Barat.

1.4.Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan ini peneliti berharap agar dapat berguna baik secara
teoritis maupun secara praktis.

1.4.1.Secara Teoritis

Diharapkan dengan penelitian ini akan bermanfaat dan dapat menjadi sumber informasi
untuk pandangan rasional sehingga dapat memberikan masukan yang membantu peneliti pada

periode mendatang.

1.4.2.Secara Praktis
1.4.2.1. Bagi Pemerintah Daerah

Diharapkan dari penelitian yang telah dilakukan mampu mendukung Pemerintah
Daerah Provinsi Bangka Belitung dalam meminimalisir terjadinya penambangan ilegal di

sekitar hutan lindung yang ada di Bangka Barat.
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1.4.2.2. Bagi Masyarakat

Diharapkan dari penelitian ini agar dapat bermanfaat sebagai data factual, dan referensi

keilmuan tentang penambangan ilegal pada kawasan hutan lindung.
1.4.2.3. Bagi Peneliti

Membantu peneliti untuk mengetahui Upaya Pemerintah Daerah Provinsi Bangka

Belitung dalam mencegah penambangan ilegal pada kawasan hutan lindung di Bangka Barat.
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